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MOTTO 

 

فإَنَِّمَا يجَُاهِدُ لنِفَْسِهوَمَنْ جَاهَدَ   

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk 

kebaikan dirinya sendiri" 

(Qs. Al-Ankabut: 6) 

 

ِ الْغَرُورُ  نَّكُمْ باِللََّّ نْياَ ۖ وَلََ يغَُرَّ نَّكُمُ الْحَياَةُ الدُّ  فلَََ تغَُرَّ

"Maka janganlah sekali kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini 

memperdayakanmu." 

(QS. Fatir:5) 

 

 فإَنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا )5( إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا )6(

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan 

itu ada kemudahan." 

(Qs. Asy Syarh:5-6) 
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ABSTRAK 

 Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut: a) untuk mengetahui 

pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui medi elektronik; b) untuk 

mengetahui pembuktian hakim dalam menentukan terdakwa bersalah telah menyebarkan 

konten pornografi pada  Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt; c) untuk mengetahui 

pornografi dalam perspektif Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dan jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif . 

 Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengaturan tindak pidana pornografi dalam 

hukum positif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah: 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan melalui Pasal 282 Ayat 

(1), Pasal 282 Ayat (2) dan Pasal 282 Ayat (3) terkait dengan pornografi secara tulisan 

atau lisan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan; yang diikuti dengan Pasal 533 terkait 

dengan gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nabsu birahi para pemuda. 

Kemudian. Pornografi dijelaskan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN. Skt menilai pebuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan 

kesengajaan sebagai kemungkinan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi 

dihubungkan dengan keterarang terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum. Bahwa dalam 

hukum pidana, unsur tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah 

“wederrechtelijk”: a) Bertentangan dengan hukum objektif; atau; b) Bertentangan dengan 

hak orang lain; atau; c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; d) Tanpa 

kewenangan. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan 

dijatuhi pidana. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt tentang Pornografi jika dalam 

fiqh jinayah terkategori hukum pidana ta‘zir. Ulama memandang bahwa jinayah yang 

berkaitan dengan ta‘zir hukumannya tidak monolitik, bisa hukuman mati, dijilid, 

dipenjara, diasingkan, atau denda. Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum, negara 

punya kewenangan memberikan sanksi (ta‘zir) dengan membuat undang-undang. Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi 

tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra’ Ayat 32 kita dilarang mendekati zina, 

An-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas 

aurat Al-Ahzab Ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah, dan Al-

Maidah Ayat 2 tentang kewajiban saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan 

dan takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa 

dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah 

jelas. 

 

Katakunci: tindak pidana pornografi, factor penyebab tindak pidana pornografi, 

penyelesaian tindak pidana pornografi 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is as follows: a) to find out the legal arrangements for 

criminal acts of pornography through electronic media; b) to find out the evidence of 

the judge in determining the defendant guilty of spreading pornographic content in 

Decision Number 169 / Pid. Sus / 2018 / PN. Skt; c) to find out pornography in the 

perspective of Islamic law. The method used in this research is the normative 

approach and the type of research used is descriptive. 

 The results obtained are the regulation of pornography in positive law governed 

by several laws and regulations, including: Criminal Code (KUHP) formulated 

through Article 282 Paragraph (1), Article 282 Paragraph (2) and Article 282 

Paragraph (3) relating to pornography in writing or orally as a livelihood or habit; 

followed by Article 533 relating to images or objects, which are capable of arousing 

the lust of youth. Then. Pornography is explained in Law Number 44 Year 2008 

Concerning Pornography Article 4 paragraph (1) jo Article 29. Panel of Judges in 

Decision Number 169 / Pid. Sus / 2018 / PN. Skt assesses the deed committed by the 

defendant is intentional as a possibility because based on the testimony of witnesses 

connected with the defendant's legal facts obtained. Whereas in criminal law, the 

element without rights or against the law is also referred to as "wederrechtelijk": a) 

Contrary to objective law; or; b) Contrary to the rights of others; or; c) Without the 

rights that exist in a person; or; d) Without authority. The defendant is capable of 

being held responsible, then must be found guilty and inDecision Number 169 / Pid. 

Sus / 2018 / PN. Skt on Pornography if in jihayic fiqh is categorized as criminal law 

ta‘zir. Ulama view that jinayah relating to ta'zir is not monolithic, can be sentenced 

to death, bound, imprisoned, exiled, or fined. Violations that do not have legal 

provisions, the state has the authority to impose sanctions (ta‘zir) by making laws. 

Indonesian Ulema Council Fatwa Number 287 of 2001 on Pornography and Porno 

dated August 22, 2001, based on al-Isra 'verse 32, we are prohibited from 

approaching adultery, An-Nur verses 30-31 regulates how to get along, maintain 

honor, and limit the genitalia of Al- Ahzab Verse 59 regulates the genitalia of 

believing women, and Al-Maidah Verse 2 regarding the obligation to help each other 

in doing virtue and piety, and the prohibition of doing help to help in committing sins 

and violations, so the limits of pornography and porno-action according to Islamic 

law are clear. 

 

Keywords: pornography, factors causing pornography, settlement of pornography


